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QANUN ACEH  

NOMOR  4  TAHUN  2009 

TENTANG 

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK  

DI ACEH 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
Menimbang :  a.  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan gampong 

perlu pengisian jabatan keuchik yang mempunyai legitimasi 
masyarakat melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil. 

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 117 ayat (3) Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur Tata 
Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata 
Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3892); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 3); 

10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat 
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 
Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20). 

 
 

Dengan persetujuan bersama : 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 
 

dan  
 

GUBERNUR ACEH  
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : QANUN  ACEH TENTANG TATA CARA  PEMILIHAN, DAN 
PEMBERHENTIAN KEUCHIK  DI ACEH 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 
1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.  

2. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan 
masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota. 

3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 
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4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 

5. Pemerintah daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur 
penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah 
Aceh. 

6. Gubernur adalah kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses 
demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil.  

7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah 
kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota 
yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.  

8. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih 
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 

10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas 
gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang 
dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah 
camat. 

11. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada 
dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

12. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan 
untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri,   

13. Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang 
berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. 

14. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat 
gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah 
gampong. 

15. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan gampong. 

16. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan  pemilihan, 
pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan 
penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik. 

17. Panitia pemilihan keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia 
pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh tuha peuet. 

18. Bakal calon adalah warga gampong  berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan 
sebagai bakal calon keuchik. 

19. Calon keuchik adalah bakal calon keuchik yang telah memenuhi syarat dalam 
penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K 

20. Calon terpilih adalah calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam 
pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K. 

21. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul 
camat berdasarkan musyawarah dengan tuha peuet untuk melaksanakan fungsi, 
tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu. 

22. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan bakal calon 
dari warga gampong setempat 
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23. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap bakal 
calon. 

24. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan  untuk menarik simpati 
pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang 
bersangkutan terpilih menjadi keuchik. 

25. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS 
adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan 
suara (TPS). 

26. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang 
diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di gampong yang 
bersangkutan. 

27. Pemberhentian keuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan keuchik sebelum 
masa jabatannnya berakhir karena alasan-alasan tertentu. 

 
BAB II 

 
MASA JABATAN KEUCHIK 

  
Pasal 2 

(1) Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 
pelantikan; 

(2) Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat 
mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

 
BAB III 

PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEUCHIK 
Pasal 3 

 
(1) Tuha peuet memberitahukan kepada keuchik mengenai akan berakhirnya masa 

jabatan keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. 

(2) Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada 
bupati/walikota melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
pemberitahuan dari tuha peuet. 

 
 

Pasal 4 
 

(1) Keuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban  akhir masa 
jabatannya kepada tuha peuet. 

(2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan juga kepada bupati/walikota melalui camat paling lama                3 
(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. 

 

BAB IV 

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK 
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  Bagian Kesatu  

Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik 

 
Pasal 5 

 

(1) Tuha peuet membentuk P2K paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 
jabatan keuchik. 

(2) Pembentukan P2K ditetapkan dengan keputusan tuha peuet dan dilaporkan kepada 
bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada imuem mukim. 

(3) Anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon 
keuchik. 

 
 

Bagian Kedua 

Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) 
 

Pasal 6 
 

(1) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan keuchik dan bersifat 
independen. 

(2) P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat gampong.  

(3) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap 
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap 
anggota, dan 6 (enam) orang anggota. 

(4) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari 
dan oleh anggota. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS.  

(6) Masa kerja P2K berakhir setelah hasil pemilihan keuchik diserahkan kepada tuha 
peuet. 

(7) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 
(satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan. 

 
Bagian Ketiga 

Tugas dan Wewenang P2K 
 

Pasal 7 

Tugas dan wewenang P2K : 

a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan keuchik; 

b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik; 


